SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

¢ a.

KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Barito Selatan
dengan Peraturan Bupati;

bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan
Perundang-undangan dan kebutuhan dalam rangka
penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Kabupaten Barito Selatan, maka Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19359
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2016 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 11, angka 12,
angka 13 dan angka 14 , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Bupatl adalah Bupgﬁ Barito Selatan
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Wakil Bupati Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK

pada Kabupaten Barito Selatan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada

Kabupaten Barito Selatan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya
mendukung kelancaran tugas pokok pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan

barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil
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pekerjaan.

12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja pada
Pemerintah Kabupaten yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa.
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UKPBJ Pemerintah Kabupaten sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa adalah unit kerja vyang memiliki karakter strategis,
kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan
perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan
nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di
Indonesia.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

a.

b.

C.

Sekretaris Daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;

b) Sub Bagian Pemetaan Wilayah dan Pertanahan; dan

¢) Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan.

2. Bagian Hukum terdiri dari :
a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ‘dan
c) Sub Bagian Dokumentas1 dan Penyuluhan Hukum.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terchﬂ d_an
a) Sub Bagian Agama dan Pendldlkan
b) Sub Bagian Kesejahteraan dan
c) Sub Bagian Kemasyarakatan.

Asisten Perekonomian dan Pémbangunan membawahkan:
1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri dari :

a) Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan;

b) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi; dan

c) Sub Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup.

2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian dan Laporan Pembangunan; dan
c) Sub Bagian Layanan Elektronik dan Teknologi Informasi.

3. Bagian Pengadaan Barang / Jasa terdiri dari
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.



d. Asisten Administrasi Umum membawahkan :
1. Bagian Organisasi terdiri dari :
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis J abatan;
b) Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja; dan

¢) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.

N

. Bagian Keuangan dan Aset Setda terdiri dari :
a) Sub Bagian Keuangan Setda;
b) Sub Bagian Aset Setda; dan
¢) Sub Bagian Pelaporan Keuangan dan Aset Setda.

3. Bagian Umum terdiri dari :
a) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas:;
b} Sub Bagian Rumah Tangga; dan
c) Sub Bagian Kerjasama dan Protokol.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk membantu tugas Bupati dibentuk Kelompok Staf Ahli Bupati yang
terdiri dari :
a. Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik:
b. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia; dan

c. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomx, Keuangan dan Pembangunan.

(3) Struktur Organisasi Sekretarlat Daerah habupaten Barito Selatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini. 5

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehmggaPasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6 :
Bagian Pengadaan Barang/Jasa

PaSal 28

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan UKPBJ kelas A yang mempunyai
tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang /Jasa.

(2) Bagian Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
berkedudukan di bawah chf‘etaﬁat Daerah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bagian Pengadaan Barang / Jasa mempunyai fungsi :

>

pengelolaan pengadaan barang/jasa;

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

penyusun dan pulyampe‘ukan iaporan p@rlDdlk seluruh kngal.aﬂ Peugadacu

Barang/Jasa kepada Bupati, pimpinan perangkat daerah dan instansi

aogp

pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan
Barang/Jasa pemerintah; dan
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan s

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sub Bagian Pengelolaan
Pengadaan Barang / Jasa, Sub Bagian Pen 1gelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik, Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang /Jasa.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6.1
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 29

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas
menyelenggarakan Pengelolaan pengadaan barang/jasa.
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam menjalankdn tugasnya Dertanggung]avvdb kepada Kepala Bagian
Pengcadaan qug‘qg Jasa.

CiigAUuccuiL =S iy=81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa menyelenggarakan fungsi :

inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;

penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dlthUhkau

pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;

penyusunan dan pengelolaan katalog ¢ elektronik lokal/sektoral;

membantu perencanaan dan pengelolaa kontrak pengadaan barang/jasa
pemerintah; o e :

pemantauan dan evaluasi ; ,pelaksanaan ~pengadaan  barang/jasa
pemermtan

i. penyiapan bahan evalua31 dan pelaporan d1 bldang pengadaan barang/jasa;

dan :
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

o op

@ o

B

Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6.2
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 30
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai

tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pelaksanaan layanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik;
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Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
(termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan

infrastrukturnya;
b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik;

c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem
informasi pengadaan barang/jasa;
d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;

e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;

f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada
masyarakat luas;

g. pengelolaan informasi kontrak;

h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa;
dan

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

(U

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 63
Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 31

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai
tugas menyelenggarakan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/Jasa.

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama
para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;

pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;

pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;

pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;

pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;

pengelolaan personil UKPBJ;

pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;

fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan
barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten dan desa;

CorpR ;e a0 o
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k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan
seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain
SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;

m. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa;
dan

n. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

7. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 wetruari 2019
BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 tebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1




Kelompok
Jabatam
Fungsional

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : |  TAHUN 2019
TANGGAL : r12019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

l 1

ASISTEN ASISTEN ASISTEN STAF
PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN ADMINISTRAS| UMUM AHLI
RAKYAT
— I A L ] ) e, e e g e B W e e . S SR RRE Rk R i T e L e . i S e ik el SRR e e S O
| I [ A [ |
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN ORGANISASI BAGIAN KEUANGAN BAGIAN
PEMERINTAHAN HUKUM KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN ADMINISTRASI PENGADAAN DAN ASET SETDA UMUM
RAKYAT DAN SDA PEMBANGUNAN BARANG/ JASA
— | [ sl = | M e | [T I | et SRR
. ]| _SUBIBAGIAN. SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
REMERINTAHAN PRODUK AGAMA & EKONOMI ——  PENYUSUNAN F—  PENGELOLAAN ——  KELEMBAGAAN & = KEUANGAN ' TATAUSAHAS
HUKUM PENDIDIKAN KERAKYATAN PROGRAM PENGADAAN ANALISIS JABATAN SETDA PERIALANAN
DAERAH BARANG / JASA DINAS
$SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PEMETAAN SUB BAGIAN SUIB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN e SUB BAGIAN TATA SUB BAGIAN SUB BAGIAN
o WILAYAH — BANTUAN KEMASYARAKATAN PENGEMBANGAN —{ PENGENDALIAN b N - LAKSANA & - ASET —_— RUMAH
& PERTANAHAN HUKUM & EKONOM! & LAPORAN SECARA AKUNTABILITAS TANGGA
HAM PEMBANGUNAN ELEKTRONIK KINERJA
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN DOKUMENTAS| SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN U8 "':f“&“& SUB BAGIAN PELAPORAN SUB BAGIAN
b KECAMATAN & - & PENYULUHAN bmme{  KESELAHTERAAN ESDM & Lo LAVANAN — ’E:f,‘:,'(,,‘,ml | PEND)AYAGUNAAN e KEUANGAN & b KERJASAMA &
KELIRAHAN HUKUM LINGKUNGAN e PENGADAAN APARATUR & ASET SETDA PROTOKOL
HIDUP INFORMATIHA BARANG / JASA KEPEGAWAIAN

BUPATI BARITO SELATAN,,
ttd

EDDY RAYA SAMSURI





